Pendahuluan

AHWA tanah sebagai:sumber daya
alam;’ mempunyai kedudukan -yang
: sangat penting:dalam kehidupan,. 1
dak:ada yang menyangkal ‘Pentingnya kedu—
dukan’ tanah itu; dalam kehidupan tldak saja
«darizsegi: f351k melainkan juga dari‘segizpo-
litik-maupun: ekonomii:Nilai tanah berkem-
+bang dari-nilai politik, :menjadi nilai sosial,
..E«:emndian ke nilai ekonomx Ty

' _Secara 1513( Eanah 1tu pentmg, sebab
'_tanpa tanah tzdak mungkln ada pemba—
_ngunan karena pelaksaaaan semua pemba-
_ngunan f151k da!akukan
'tanah :

Senap peperangan (dxkatakan perang-itu
_ adalah kelanjutan dari usaha pohtlk) bisa
"_berawal ciari suatu hal aken tetapi umum-

Made SANDY

‘Sumbangsih pajak 't_a'%zah terladap pendapat-

an =ﬁega__ra; di manapun; selalu penting,.dan
selaluzakan s.'méningi_;__a'ti : Begitu ---pentingny_a
kedudukan. tanah ‘terutama:di. _masyara’két
Jaw.a,.__sampai ada s_emboyaﬂ:

,’Sadumul\ balhuk “ta nyari buml’ B ok
= Nek perfu ditohi pati’.: =

EA _(Tanah, berapapun: sempllny_a,_ L

- kalau pcr__ll_l, dibela d__e_r;ga_r_l nya_w.a). -

_ Kalena pentmgnya kedudukan ianah itu

_Idx masyarakat maka di masyarakat yang ba-
_gmmanapum sederhana tmgkat bud&yanya

;383{1 merska mempunya: sesuatu ca;‘a pe-

-ngaturan:tentang tanahnya, meskipun tidak
zselalu dalam-wujud dokumen tertulis. -Pe-
“ngaturan-tanah cdi wilayah Nusantara.pun
“telah.ada’sejak-lama, hanya coraknya masih
-setempat. Baru setelah adanya Republik In-
donesia-vang merdeka, ada pengaturan per-

tanahanyang:sifatnya nasional. Namun de-
mikian, landasan dari undang-undang perta-

ii¥a u*cmmm uulgau c},l..ld.u}’ci L’\UEC.{'\DJ ;Jaua
batas tanah ’ T ’

Harga La*lah, d1 mana pun t;dak permh
ada vang turun,; melainkan senantiasa.naik.

“nahan nasional itu, tetap hukum adat. Akan
“tetapi; seperti-juga disebuikan dalam penje-

lasan: UUPA, hak:ulavat yang lazim dijum-
nai pada hukum.adat, se{eia_h adanya hukum
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tanah nasional, menjadi *hak ulayat yang
telah diangkat pada tingkatan yang paling
atas, yaitu pada tingkatan yang mengenal
seluruh wilayah Negara ; &

Dengan adanya undangwﬁndang tanah

nasional; rakyat berharap akan't erczpianya -

suatu keadilan, sehingga bisa dlcapat ke-
makmuran bagi rakyat seluruhnya. &

Apakah penerapan dari hukum tanah na-
sional atau UUPA itu telah memenuhi ha—
rapan masyarakat selama ini?

Hakekat UUPA

Pada tanggal 24 September 1960, Un-
dang-Undang Nomer 5 Tahun 1980, ditetap-
kan sebagai undang-undang. Dengan disah-

~kannya undang-undang: tersebut atau vang
-dikenal juga sebagai ULPA maka: - .

i. Hapuslah dualisme dalam pengaturan {a-
nah di Indonesia. Tanah, yang di.masa
berlakunya Agrarische Wei. ada vang
tunduk kepada hukum Adat, dan ada
yang tunduk kepada hukum '’Barat’’,

~ kini hanya tunduk kepada UUPA.

2. Tanah, selanjutnya akan dapat diguna-

' ~ kan untuk Sq:besaﬁbeSamya kemakmuran
rakyat, dengan cara yang seadil mungkin.

Faktor keadilan itulah sebenarova vang
dituntut” oleh rakyat Indonesia, karena
pada undang-undang kolonial, keadilan itu
adalah komediti vang langka. Sslain dari
tiadanya - keadilan, Agrarische Wer 1870,
seperti ditekankan juga oleh Kano, dipan-
dang juga sebagat sumber dan awal dari {im-
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sielsel &i Jawa, pemerintah kolonial tidak
mencampuri urusan penguasaan tanah.
Yang penting bagi mereka adalah hasil dari

. .. penggunaan tanah itu. Tetapi, setelah tahun

1870, demi terjaminnya bahan mentah in-

- dustri di Eropa, pemermtah kolonial tidak
"'lagi membatasi diri’ hanya pada hasil penggu-
‘naan tanah saja, melainkan ikui mencampuri
'“ikhWai penguasaan tanah. Sebagai akibat

dari ikut campurnyva pemerintah kolonial
dalam urusan penguasaan tanah, di mana
mulai pula diperkenalkan cara-cara pengua-
saan tanah Barat, hubungan hukum antara
manusiz dan tanahnya di bumi Nusantara
mi menjadi kacau,

Undang-Undang Pertanahan Tahun
1870, memungkinkan tumbuhnya apa yang
disebut Vtanah-tanah partikelir’”, yang oleh
Gunseibu’’ pada tahun 1942 (pemerintah-
an Jepang), dikatakan sebagai ' peninggalan
sistemt feodal, yang pada zaman kemajuan
seperti sekarang ini mestinya dihapus_,'kaﬁfe-
na merupakan penindasan terhadap rakvat
banyak, hanya oleh sejumlah kecil anggota
masyarakat vang memperoleh hak-hak isti-
mewa’’. Karena itu, pada zaman pemerin-
tahan Jepang pun telah ada langkah-langkah

untuk menghapuskan tanzh-tanah partikelir

tersebut, dengan keluarnys Undang-Undang

Nomor 17, 1942, Tetapi Undang-Undang

No. 17, 1942 itn hanya berlaku untuk tanah-
tanah partakehr vang dikuasai oleh warga
negara asing saja. Tanah-tanah parnkehr
yang dikuasai oleh warga negara Indonesia
disebutkan untuk sementara waktu keada-
annya tetap sebagai biasa’,

 Demi terselenggaranya keadilan dalam

bulnva keruweian tanah di Jawa khususnva, . usaha mepgeunakan tanah it untuk sebe-

dan Indonesia pada vmumuya. Ditulis oleh
Kano, bahwa sebelum tabun 1870, di Jawa
tidak pernah ada masalali tanah. Pada wak-
iu berlakunya “ianam paksa’ atan cufiuur

sar-besarnya Kemakmuran rakyat banya_k,
UUPA telah menggariskan kebijaksanaan
mengenai hal-hal yvang dibolehkan, hal-hal
vang tidak dibolehkan dan hal-hal vang di-



_-._HA;!&B‘AT_AN;HAMB_ATAN ?E;AKSANAAN' uuPA

'.f'hari}skan, sepertrf-te:cantum d: bawah m,_-
yang diawa sleh & ientuan—ketent an'
. 'kok sebagal beﬂkut '

--Selanjutnya UUPA mengga.ﬂskan pengaiur~
‘an: tersebut sebagal berikut
g Anggota masyarakat boleh mempunyzu
- hak’atas tanah(Ps. 4, Ps. 16).
P2, -'Hak atas ‘tanah yang ada pada’ masyara~
“kat atan badan hukum boleh dzcabut
(Ps18)it
. Tanah: boleh d;permakbehkan (Ps 26)
“id; Hak: atas tanah- boleh chgadxkan agunan
F_di bank (Ps 33) ot R
"'S:Negara boieh menjahn ker;a sama’ de~
" ‘ngan-pihak lain dz b;dang usaha peria»
nahan (Ps. 12}~ HAEY :
6. Anggota masyar. akat tidak boleh me-
" nguasai tanah melebihi kebutuhan yeng
_':diperlukan (Ps 7. o ' .
7. Anggota masyarakat tidak boleh mems~
" liki tanah secara guntai (Ps. 10). __
8. :Pemerasan lewat tanail "d"k naieh (Ps
':_95_."_Monopoh atas tanan t:dak boleh ke~
cuali kalau ada” _yang dltetapkan mela}ul
N fundang—unda { N
10. Warga negara a$mg tzdak ‘boleh meni-
o 'punym hubﬂngan hukum penuh dengan
' _:"_'tanah (Ps. 21) B
11 Penguasa iaﬁah udak i:\oieh menelaatar-
“kan tanahnva (Ps. 13),

14,

_Hak .atas tanah harus chdaftarkan (Ps
: .__'23)._'. ik

.. .nya dicabut {Ps 18).

1iki- secara’ gunta1
:bahwa szkap rakyat’ Indonema terhadap ta—
Tah, memang berbec?éa ciengan sikap pmak
"ekst;em kanan terhadap tanah di mana tanah
‘itn sepenuhnya mempakan komoditi ekono-
‘mi dan spekuiasx tanah merupakan hal vang
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=:--;,.rangka kepentingan nasional (Ps.. 12)

_Pemer;ntab ‘harus membuat perencanan. i
:i._"an tentang. peruntukan, persedxaan dan.
.. ’penggunaan tanah: {Ps..14). - :

.}:'Penguasa tanah harus memehhara mutu G

s -tanahnya.(Ps. 15).,

17 --:Hak taﬂah harus berfungsz sos&al (Ps _'

i " ;J)

. Penguasa tanah harus memperoleh gantx '
s Fugl yang.wajar, apabxla hak- atas- Ianah—

Adanya kebl}aksanaan bahwa anggota_f
masyaraka_t boleh: mempunyai hak .atas ta-

-nah,-dan dibolehkannya: tanah.untuk diper-

jual belikan tetapi sekedar-sebagai. usaha
pengalihan hak, menunjukkan bahwa kebi-
}aksanaan tanah di Indonesia berbeda secara

“mendasar dengan keszaksanaan tanah- di

negara-negara $osialis, vang memandang
tanah itu sebagai faktor produksi, dan kare-
na itn dimiliki negara dan tidak:-ada. pengua-
saan tanah oleh perorangan. Dilarangnya

‘anggota masyarakat memiliki tanah melebihi

kebutuhan, gerta’ tldak bolehnya tanah dimi-
merupakan petun}uk

sah,’serta calo tanah {realtor broker) meru-

‘pakan profesi-yang terhormat. Di masyara-

kat dengan sistem ekonomi liberal atau ka-
pitalistik,” membeli tanah seluas berapapun
dibolehkan. "Sedangkan di” Indonesia, ‘pe-
nguasaan tanah selaju dikaitkan dengan ke-

12. Kedudukan kaum ekonomi lemah sehu-
"'_"'f'bungan dengan tanah harus dzperhatx-
~ kan (Pg. 11).

_1_3_'_'U5aha ai bldang agraria harus didasar—

" 'kan aias Kepentingan bersama, dalam

butuhan . penggunaannya (Ps. 4 ayal 2}
Bahwa, penguasa. tanah. hatus .memelihara
mutu tanahnya dan dicantumkannya larang-
an untuk menelantarkan tanah, merupakan
petunjuk, bahwa hngkungan hidup dan pe-




‘146

ningkatan kesejahteraan rakyat yang-berke-
smambungan telah pula: menjadi perhatian

sparaperumus UUPAL Selanjutaya; adanya
-kenyataan bahwa ‘hak ‘tanah ‘boleh dicabut
‘gerraddicantumkannya “kebijaksanasn,

bzhwa hak tanah itu hdrus berfungsi‘sosial,

“menunjukkan; *bahwa ‘harus “dipeliharanya

k_e_égihib_angan -antara pribadi dan masyara-
Kat, sertd disadari‘pula; bahwa penguasaan

~ tanah yang statis hanya akan menghambat
‘periggunaan tanahiatal pembangunan yang
‘makin’lama akan makindinamis.’ Akhirnya

dilarangnya adanya‘pemerasan lewat tanah,
serta diharuskannya ada ganti rugi bagi pe-
fngiasa tanahvang tanahnya terpaksa -harus

‘dicabut haknya; meskipun untuk kepenting-

an umum, mencerminkan tuntutan keadlian

-'yang harus dlpenuh;

Itulah tadi gambaran smgkat tentang

-.kebljaksanaan pokok .yang terdapat pada
_U_nda_ng .p_.ndan_g Poko_k A_grar_l_a_

Pelaksanaan UUE’A

Kalau d]Slmak pengaduan—pengaduan
yang disampalkan masyarakat,...tampak,
b_ahwa. lebih dari 60% dari Ju_m_ia_h kasus
yang: diadukan masyarakat itu merupakan
kasus tanah. Ini. menunjukkan, betapa tidak
puasnya . masyarakat, terhadap pelayanan
pemerintah di bidang pertanzhan. Harus
diakui, bahwa tidak semua. pengadunan ifu
mempunyai alasan yang bisa diterima, na-
mun dari jumlah yang ada itu, siapapun
akan bisa sampai kepada kesimpulan, bah-
wa. pelayanan pemerintah di bidang perta-
nahan masih memerlukan pembenahan.. .

dikatakan sebagai penyebab kenapa pelaksa-
naan UUPA itu beium sepenuhnya sepem
yane dlhagapﬁcan '

Hal—hai tersebut adala

m&@mﬁﬂbﬁi@&”mw yang mungkin bisa ...

T ANALISIS CSIS; 189112

Suasane Politik Membuar UUPA4: T1~
dak ‘Dikenal di Masym akat

... Pada awal tahun enampuluhan dampak
bekas bekas perang yang iampau masxh jelas

.tampak dalam tubuh masyarakat {ndonesm

Gerombolan pengacau masih berjaya di
hutan, yang mengakxbati\an tersedomya se-
baglan besar dara anggaran belanja negafa
umuk usaha pemuhhan keamanan Pa rt'n-
parta pohtzk yang ada pada waktu " itu,
bukannya berusaha ‘untuk -mencipiakan
suasana tentrami:dan menjaga stabilitas:di
masyarakat, -melainkan. justru sebaliknya.
Mereka berusaha saling mengganggu kebera-
daan.-atau  eksistensi masing-masing vyang
dampaknya jelas tidak akan menguntung-
kan bagi kehidupan sosial maupun ekonomi.
Usaha ke arah penertiban dan penataan ke-
hidupan ‘sehari-hari melalui peraturan dan
perundangan tampaknya memperoleh prio-
ritas yang jauh di‘bawah dalam daftar kehi-
dupan, baik pada-pemerintah mauvpun da-
lam masyaraka{ pada waktu itu.

Daiam keadaan suasana sosial- poi;tlk

')'rang demikian itulah UUPA ditetapkan se-

bagal undang-undang. Suasana yang demi-
kian itulah akhirmya yang memungkinkan

'I}UPA dlmanfaatkan bukan untuk men-
' capal tujuannya, vaitu memngkati{an kese-

jahteraan rakyat banyak, melainkan hanya-
lah__untuk memenuhi ambisi politik sesuatu
partai politik. Akibatnya, pelaksanaan
UUPA tidak lagi dilandasi oleh pertimbang-
an»pernmbangan teknis objeknf melainkan
hanyalah merupakan usaha untuk memeuhi
target partai politik pada sesuatu saat. Tidak
perlu dijelaskan, bahwa dampaknya sangat

Merigikan vagl e piliak UUPA =i
gai alat mengatur sumber daya yang sedemi-
kian pentlnﬂnya bukan saja memaéz kurang
dikenal oleh masyarakat, malahan para pe-
negak hukum pun mengakui, bahwa mereka



belum-imengetahui'-sékan: eberadaan UY A

B bai}can pengadmmxstrasxanny& kacau serta f
-tu;uannya tidak: tercapai.: Petam mungkm_
";bergembxra sejenak pada waktu ‘dia meneri-;
‘ma. tanah tetap! kesejahteraannya tldak ber— '

--'.tambah bazk kalau dxbandmgkan dengan

E sebeiumnya :

'mm Jjuga kemudlan pad
an keamanan Rakyat dari daerah—daerah
.yang keamanannya terganggu, senng oleh
:plhak keamanaxa dxpmdahkan ke tempat
'lam, dengan men ati’ tanah orang Iam
Pemuhhan keamanan yang prosesnya Iama
i_t'_'u,“.me'ng 1batkan penémpatan pengungsi
di‘atas” _tanah yang ‘bukan’ haknya memadl
berIarLi pufla' Perkampuman pengung31 ter-
sebut akhlmya tumbuh dan kemudlan ber-
kembang, dan para pengungm yang pada
awalnya menempan tanah tersebut karena
keadaan darurat, akhlmya men}adl pemlhk
tanah tersebut ‘Timbullah - Sf:ngketa ‘tanah
antara pemlhk terdahulu dengan para peng*
hum baru, yang sulit blsa. dxseiesalkan, ka-
rena alasan pohtas ekonomls maupun pmko»

HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN UUPA -
: khlanatan PKI Mesklpun gerakan PKI atau

1 -salkan,' namun: dampaknya terhadapﬂper
T nahan tldak kec1l Tersebariah kabar angm

Kekacauan poht;k dalam_ negerl tercer~ '
_angguan«ganggu- '

A it buatan PKI, hal mana 1

masaiah bekas'tanah partlkehr ' balk di dae

‘rah perkotaan maupun di daerah~daerah_. S
perkebunan besar Yyang, diduduki oleh ang—_: ;
gota masyarakat secara har Blasanya ac{'_

tuﬁyé befnnciak deim kepentmgan partau

dan bukan derm kepentmgan ketertlban na

.smnak Mesklpun tanah—tanah partlkehr_-: :
teiah dsnya’zakan terhku:dam menurut UU
No. .1 Tahun, 1958 _namun tmdak lanjut_.--'.
danpada hku:dasx 1tu, terutama untuk Iand—f'.' '

reform, masxb Jauh dan seiesa;

Tenggang Waktu yang Terlalu Lama:_: '

Membuat Orang Lupa

Meskipun UUPA itu diundangkan pada"_-
tahun ‘1960, namun rupanya ‘miengingat Si-.

tuasi pertanahan pada waktu itu'dan tmtulcE

mencegah timbulnya kekacauan, d}berilah -

waktu-20 tahun sebagai’ kurun wakmu pera-

lihan. Jadi, sebenarnya, UUPA itu baru ber-

lakn penuh sebagai undarig-undang ‘adalah
pada -tahun. 1980. Mungkin - kurun -wakiu
peralihan itu terlalu lama, yang mengakibat-
kan orang menjadi lupa, sehingga banyak
vang lalai melaksanakan hal-hal pertanahan
vang seyogyanya dtlakukan pada kurun

awnlein 1én atay m%&ﬂg&%ﬂm@;mkeqrsn

logts

Puncak danpada kekacauan politik +tu
adalah tahnn 1965, denganierjadinya peng-

kan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah
untuk menghindari segala kewajibannya. Se-
mentara kurun.wakin peralihan itu berjalan,
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ter}fadiiéh ‘beberapa perubahan-yang ‘besar

merintahan RI. Perubahan-perubahan terse-

biit; yang ‘memberikan dampak yang tidak

kécil pada pelaksanaan UUPA ‘adalah:

I K@bljaksanaan ‘pemerintah i bxdang ke-
uangan, vaitu dengan ‘dituninkannyza ni

Lodal ruplah dari Rp 1.000. men}adx Rp 1.

tmgkat Departemen, menjadi;Direktorat
i Jenderal

Eerubahnya nilai'mate uang tersebut ti-
da%{ sedikit* pengaruhnya terhadap pelaksa-
naan Iandreform Sengketa; yang timbul an-:'

tara bekas’ pemihk tanah dan’ penenma Te-
distribusi ‘tanah ‘di satu’ pihak’ ‘dan kadang-
kadang juga dengan instansi agraria di pihak
lain, karena keterlambatan pihak instansi
tersebut dalam memasukkan uang petani ke
bank sebelum ada perubahan nilai mata
wang, merupa}can sengkeza yang tidak: mung-
kin rasanya diselésaikan secara teknis ke
agrariaan. Bisa dibayangkan, betapa kece-
wanya- hati seorang . bekas pemilik. tanah,
yang misalaya iadinya bisa menérima
RBp 30.000 untuk éetiap hektar tanah kele-
bihan .yang .dia 'miliki, -kemudian : setelah
perubahan nilai mata uang hanya menerima
Rp..30 saja. Mungkin: kekecewaannya .itu
tidak. begltu besar, seandamya daya beli dari
Rp.50 itu paling tidak. sama dengan da.ya beil
Rp. 30. 000, Tetapi. I\enyataannya pada walktu
itu i;dak demikizn.

““Kalau hitungan Prof. ‘Parlindungan: be-
nar, -paling sedikit 30 peraturaniiingkat
undang-undang vang masih “terhutang” del
mi kelancaran pelaksanzan UUPA. Sulit ra-
sanya untuk mengharapkan Departemen

torat” Jenderal Agraria, vang mengemban
UUPA, ada di bawah naungan Departemen
Dalam - Negeriy bisa mengeluarkan undang-
undang pertanahan sejumlah itu dalam

endadak (drastis) di datam tubuh pe-

nya tmgkat mstanm Agrama cia.rz_:

ANATISIS CSIS, 1991.3¢

wakiu singkat, mengingat tugas departemeén’
tersebut yang: sedemikian:fuas; sedangkan:
urusan’pertanahan hanyalahsebagian :"’;?ke-i':..
¢il’* saja dari hal-hal yang harus divrus elek:
Departemen  Dalam Negeri. Sebagai akibat’
dari‘perubahan‘organisasi tersebut; pelaksa-
naan UUPA sehari-hari ‘sebagian ‘terbesar,
hanyalah dilandasi ~oleh’ Instruksi: Mentar;f'_

atau Surat Keputusan Menten

~Memang sangat :-'ciisayangkaﬂ, bahwééciéﬁ..

samping melaksanakan peraturan pertanah

an, yaite -UU No. 5 Fahun 1960 itu, kurup:

waktu peralihan tersebut tidak dimanfaai-

kan dengan lebih baik, vaitu dengan melak::

sanakan beberapa persiapan yang sangat/di-
perlukan, seperti mempersiapkan rancangan:
pelbagai peraturan, mempersiapkan -manual’
teknis pelaksanaan diJapangan, mengada-:
kan inventarisasi tentang:data dan masalah
pertanahan, serta menuangkannya ke dalam
sarapa peta yang patut, merekrut persoail,

sehingga seluruhnya benar benar memahamz
tafw dan jiwa UUPA .serta membemkan
penerangan yang mtens1f tentang UUPA
dalam kaltannya ciengan hukum adat setem—
pat. Adanya penataran tentang UUPA d:
sekitar tahun delapanpuluhan yang chse—
lenggarakan oleh Departemen Dalam Nege—
Ti, mesklpun dalam waktu yang sangat smg—
kat_, iernyata memberlkan dampak y'mg
sangat baik, antara iain mampu memadakan
sama sekall sengketa antara Kepala Daerah
dengan penjabat Agraria, yang sebelum 1tu
sering ter_}adz menyangkut kebljaksanaan
pertanahan yang terdapat di daerah masing-
masing. Seandainya sejenis penataran yang
serupa diadakan pula untuk pemukd-pemu-
ka masyarakat di pelbagai pelosok tanah air,

tidak pernah ikut mendengar tentang adanva
hukum pertanahan nasional, di mana seba-
liknya pemerintah akan bisa juga menam-
pung aspirasi masyarakat setempat tentang

el Megeri-dpade-waltn-lampaun-Disele mw«%%&gg@@am@@@xmmwm&yayaﬂ@wwp@lmmww»w»»wiw —




' HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN UUPA -

urusan pertanahan ?eraturan yang dimak— '

sud itu adalah UU No. 5 Tahun 1967 tentang
Pokok pokok Kehutanan dan UU No 11
’i‘ahun 1967 tentang_ Pokok-pokok Pertam-
bangan Undan ' _Pokok-
pokok Kehutanan x__nemang bertu;nan me-
ngatur. hutan,_ _eiapz uﬁﬁanc»u*ldang terse-
but juga memnﬁgkmkan adanya kawasan
Hutem daﬁ ‘penguasaan w;iayah Hak Pe«
nguasaan Hutan, oleh pzhaknmhak pengusa~
ha ch bldang kehutanan Demxkzaniah cilla~
porkan oEeh Mermg Ngo, bahwa seke]om»
pok suku Daya Kayan nelapor kepada Ca-
mattenigng haknyva untuk memungut buah
tengkawang ‘di-hutan vang ditanam oleh le:
luhur“mereka, tetapl rakyat dtu kemudian

Pemermtahan di Daerah yang dengan Pasai. i::
80 dan.Pasal 81 nya membuat Kepala Dae- _
rah ztu me*l; jadi Penguasa Tunggal di daerah- :

nya, koordmator tunggal p_embancf_unaﬂ dan'

admmzstrator tunggal ﬁembang’un:an" di
daerahnya nasmg rnasmg K ewenangan_"

yang beguu besar uu, past: pada saatnya'
akan ada “yang menyangkut kewenangan di
bldang Dertanahan Yang jelas adalah dalam
hal” penggunaan ‘tanah; Hal’ mﬂah ‘antara
Iam yang terdapa{ ai’ Bas}gka antara Pemeé
rintah Daerah ‘dengan’ pihak” PT Tambaﬁg
Timah seperax tefah dlsebutkan dl atas tach

Remudiaa i{eiuar puia Undan" Undanﬂ
No 4Tahun 1982 tentang Ketemuan keten—
tuan Pokok Pengelolaan ngkungan Hi*
dup, yang akhzrnya juga berzsx tentang kewe—
nangan- kewcnangan daiam mengurus tanah
meskzpun hal Itu tldak tampak tertuhs dl
dafamﬂya Ef‘emucizan dlundangkan pula
peraiuran temang ifonservas& alam. Di sam-
ping itu semua, yang. pahno memusmgkan
Eer:.tama para petam di pedesaan adalah
tauda buktl penguasaail tanah yang Iama
se;;am gmk _pipil atau Leter C Mesklpun
selalu dlkatakan, bahwa surat«-surat terseiﬁut
itu bukan tanda bukti mnguasaan mnah

diberi ';«ve_j'asigan' oleh Camainya ‘teniang
UUPA dan bukti hak ' atas tanah, sehingga
masyarakar Daya itu merasa sangat kecews.

melainkan tanda buk ° pﬁmamaatan ta_.r
nah saja, namun bagi peﬂduduk baik di }fota
maupui di-pedesaan, surat-surat itulah bagi-
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' nya ‘tanda b_u_kn hak tanah Pada umumnya,

ah 1tu Karena 1tulah agak suin
'bagl orang “di ‘desa unfuk- ‘bisa” ‘mengerti,
bahwa gmk ataupun pipil atau letter C itu
bukan ss.zrat pemlhkan tanah Lebm lebzh
kalau é}kaltkan dengan kenyataan bahwa
untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda
bukti hak. tanah, selam Eama juga terlaluma-
hal, . _sghx_x_jg_ga .untuk :m_empero_i_eig .sertifikat
tanah, sakyat pada umumnya tidak begitu
tertarik. Selama penduduk itu tinggal di desa
yang. sama .seperti ﬁeneic _moyangnya, de—
ngan tetangga yang sama_seperti. yang dia
Ken_gl__i selama puluhan tai;t_m dan mergpakan
penduduk asli desa, selama itu penduduk itu
tidak akan merasa perlu memiliki sertifikat
tanah Sebuah Wawancarsa dengan beberapa
orang.penduduk yang d__ermklan_ ity, setelah
t'anah di desanya selesai. diukur, menurut
pengukuran desa derm desa”’ seperil ter-
cantum pada PP No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah menghasxlkan jawaban

serttfzkat tanahnya tidak diambil d; kantor
Agrarla Jawab penduduk *'Buat apa ‘me-
ngamb1I sertiflkat yang beg!tu mahal Se~
mua orang di desa ml mengenal tanah mere-
ka masmg—masmg dan tanah tetangganya.
Txdak akan ada vang berani meributkan
tanah yang bukan miliknya. Nanti, kalau di
aniara kita ada yang akan menjual tanahnya
kepada orang lain, bary mungkin kita me-
ﬂgam‘ml serimkat itu. »* Demikian ujar mere-

" ANALISIS CSIS, 195{:2

hal 'Qénggaéaan' dan penggunaan tanah, dis
tambah ~dehgan sikap “masyarakat ‘pada’

umﬁmrii?é{ terhadap hasil 'k'égiatan keagraria:

an, yattu sertifikat, tidak membaniu kelan-"'

caran pelaksanaan UUPA: ‘Yang merasakan'
pellunya sertifikat tanah terutama adalah
masyarakat ”pendatang '

Harga Tanah Menyulitkan Usaha
Memper mharzkan Tiwa’ UUPA

Keberhasﬂan pembangunan mengaklbat«
kan peningkatan kegiatan ekonomi. Pening-
katan kegiatan atau dinamika ekonomi,,
mengakibatkan peningkatan lkebutuhan
akan tanah. Peningkatan kebutuhan akan
tanah meningkatkan harga tanah‘itu. De-
ngan harga tanah yang sedemikiantingginya
di tempat-tempat tertentu, dengan bunga
bank yang cukup tinggi pula, para pemlhk
zanah baik petani atau lainnya, terangsang
untu men}ual tanahnya dan menylmpan
uangnya di bank, serta hidup kemudian dari
bunga bank itu, Itulah skenario positif yang
mungk;n terjadi, kalau harga tanah tmggx
Pada_keny&taanny& tidak sedikit pula para
petani yang terpaksa harus menjual tanah-
nya, baik karena lokasi "sesua'tu:proyek pem-
bangunau memang membutuhkan tanah ter-
sebut, maupun “karena bu_]uk rayu ‘calo
tanah, yang kadang—kadang juga dlsertal
dengan ancaman. Uang yang diperoleh dari
penjualan tanah itu kemud:an dlpergunakan
untuk membeh_macam macam barang yang
semestinya tidak begitu dibutuhkan.

- Terlepas dari skenario manapun vang
terjadi, akhirnyva akan mengakibatkan ada-
nya proses jual beli tanah, di mana tanah itn

P
E\Cﬂ S"C‘.lliuiii LC} I’.d.N"ﬁ‘CI. u\.‘uas éf\.ﬂll Wi lelhﬁl l.li.i

adalah hasil Prona.
Adanva pelbagai peraturan perundangan
vang pada kenyataannyva ikut mencampuri

diperlakukan sebagai komeoditi ekonomi
biasa, menyimpang dari jiwa UUPA. Yang
dimaksud dengan jiwa UUPA™ itu
mungkin bisa tercermin dari ucapan
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; "'behau di Yogyakarta pada taimn 1946 M0~

' "1'5-"'dan memeras h1dup orang banyak

3. Permhkan tanah vang sangat luas’ oIeh

' ;_.‘_seseorang,}_di ~mana_.terdapat _jumliah

. penggarap yan) besar, -adalah berten-
tangan dengan . dasar perekonomzan

. Yyang adil.

_'4_'.:' Perusahaan y ng menggunakan tanah
yang Tuas, sebaiknya dlatur sebagm ko-

peras1, dl bawah ﬁemhkan oieh _peme-

5,'_ Menurut hukum adat 1ndones:a, tanah
itu pada dasarnya adalah m:hk masya-
;rakat Orang—seorang berhak menggu-
' . 1l _annya, sebanyak yang periu bagmya
serta keluarganya, hanya dla trdak boleh
menjualnya. Kalau tanah itu tidak lagi
digunakan ‘oleh orang vang bersangkut-
v+an, diajatuhkembali pada masyarakat,

v yang-wujndnya- adalah -dalam’ bentuk
+desa. esa akan membagikannya kem-
-'bali ‘kepada‘yvang membutuhkannya.=*
6. Tanah yang dipakai-oleh: kebun-kebun
besar pada dasarnya adalah tanah-tanah

. milik masyarakat. Kalau dalam pengu-
" sahaan perkebunan. jtu d;iakukan de-
:':ngan bentuk koper351 koperam tu bo»
Cleh menagunakan 'nah itn selama dx-

.'Mohammad I—Iatta dalam sebuah p;dato_

o faktor produksx sa}a cian mestmya tldak
e lagl menjadl ”obyek pernlagaan” Yang :
_:__._.:.Edlp{EI‘juaI belikan,; semata-mata untuk'-
... mencari. keuntuﬂgan 4 -

9. -;Dalam kaitan: dengan pendapat da atas '
__perlu dijadikan pemlkzran mengenai ta—
- nah yang terletak .di luar batas_w:fayah_
;desa. ;Apakah-tanah itu-akan dijadikan
tanah yang dikuasai negarakah,.atau di
-~ bawah naungan badan negara lainnya.
10.; Seharusnya tidak -terjadi - pertentangan
.-@niara masyarakat (adat) ;dan. ‘megara,
. “karena. negara itu adalah alat masyara-
«: ’kat-untuk menyempurnakan keselamat-
--an umum. Karena tanah-itu adalahkmi- -
- lik.masyarakat, maka dengan sendirinya
... pemerintah itu menjadi guru kuasa me-
- -pgurusnya. dan .menggunakannya untuk
. keselamatan umum. Negara harus beru-
--saha, supaya tanah yang kosong diusa-
hakan .menjadi suamber -kemakmuran
- rakyat. -Hukum privat sebagai lawan
- ‘hukum publik, mestinya tidak ada.di In-
= donesia. : :

Itulah smgkatnya pokok-pokok piiﬂran
Pak Hatta tentang tanah yang dxtuangkan

éw~w~—~w»»w~é;«««5~W&kﬁﬁ@e&ﬂw«« _ywemméamm
. 'hak bemsaha dia txdak boleh.

7. Perusahaan di atas tanah yang tldak be~

_;gis.u luas, dan dapat dzkerjakaﬂ sendm

K& dalan prdaio Dei:au 45 :ahun vang lalu dl
Yogyakarta yang sepem kita bisa lihat seru-
pa benar dengan jiwa. pasai-pasal UUPA
yang diundangkan 14 Eahun kemudian. |
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I-Iarga tanah yang mendadak menjadi
begltu Linggi, selam menyuhikan usahg un-
ik bisa mempertahankan lea yang ‘terkan-
dung pada UUPA juga” merangsang “tum-
a profesx calo tanah, sérta’menimbul-
kan Tasa tadak tenteram pada penenma hi-
bah, penggarap tanah desa penenma tanah
fandreform, penenma tanah ‘wakaf. Tangh-
'ebut oleh para pemlhk asainya se-
'ng diusahaka': dengan macam- maca*n cara
untuk “bisa” dikuasamya kemibali, supaya
nantmya bxsa menjualnya dengan harga pa-
saran yang  tinggi. D;iaporkan ‘misalnva,
bahwa tanah, yang tadinya menjadi obyek
fandréfori ‘dansudah dibayar oleli peneri-
ma ‘redistribusi kepada bekas  pemiliknya,
kini oleh pémilik lama digugat ‘dengan’ pel-
bagai‘cara. “Tanah itu sebenarnya merupa-
Lan“tanah “vang gérsang, berlereng, akan
tetapi mempiihyai lefak dan‘pemandangan
yang'sangat baik untuk tempat mendirikan
hotel. Sebaliknya, tidaklah lucn, kalai peta-
i vang memperoleh tanah ‘melahii redistri-
busi ‘fand’ reform kemudian - memperiual-
- belikan tanah yang dia peroleh dengari harga
tinggi; schingga ' petani 'tersebut’ tiba-tiba
menjadi‘ kaya raya, sedangkan pemilik asal
dari “tanzh -itu “tetap miskin.Tanah-tanah
milik ‘masyarakat, seperti tanah desa, pa-
ngonan, tanah kaum, tiba tiba menjadi tanah
milik' perorangan ‘dan kemudian diperjual-
belikan oleh perorangan dengan harga ting-
gi, seperti terjadi-di Kabupaten Bekasi Jawa
Barat, di Bali Selatan dan di Kotamadya Pa-
dang. Kenaikan harga tanah vang begitn
pesat dan di beberana tempat begitu tinggi,
bisa menimbulkan kericuhan di masyarakat
dan’ tumbuhnya profesx calo tanah Tetapi
harga tanah vang {ingei itu Juga ‘membuat

ANALISIS CSIS, 199122
Kepentingan Umum "

Meskipun pembangunan vang dilaksana-
kan oleh masyarakat-indonesia telah nyata-
nyata memberi: manfaat:dan-meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak,-namun: tidak se-
dikit pula anggoia masyarakat:yang-{ergusur
dari tanahnya dengan dalih 2’demi-kepen-
tingan umum’’. Kiranya masih diperlukan
adanya petunjuk ataw.-penjelasan tentang
apa yang disebut kepentingan umum itn,
meskipun telah ada Inpres. No. 9. Tahun
1973, . o S TrL AR W

“Ada beberapa hal vang kiranya perlu
diingat dalam menanggapl apa yang chsebut
kepentingan umum; vaitu: 12

1. Kepentingan umum jtu aciaiah sesuatu
yang dmamzs yang harus dlsesualkan de-
fngan waktu dan tempat

2. Yang harus dinilai sebagai kepentingan

. umum adalah pembangunan pada imgkat
' ”proyck” bukan pada tmgkat program,

_ sektor atay bxdang

3. ] Pasal- pasal UUFA yang melandas; ke-
_ pentmgan umum ;tu adalah Pasal pasal
6, 14 dan 18.

- Hal ikhwal dari ‘pasal-pasal di atas ini
telah -diuraikan:secara singkat: di tempat
vang lain. Pasal .14 terutama adalah pasal
tentang perencanaan - penggunaan tanah.
Penggunaan tanah pada hakekatnya adalah

-pembangunan, karena tanpa pembangunan,
penggunazn tanah itutidak ada.

: Berkaltan dengan usaha untuk menjabar-
kan cara—cara pel':‘«csanaan Pasal 14 UUPA,
a!{hlr—akh}r ini timbul dan sementara kalang-
an pendapat, tentang apa yang mereka na-

beberapa kelompok golongan ekonomi le-
mah me_'ijad; golongan ‘ekonomi kuat de-
ngan tiba-tiba, Tetapi dia menjual-belikan
tanahnya seperti komoditi ekonomi biasa,
vang bertentangan dengan jiwa UUPA,

makan **Tata Ruang”’. Yang dimaksud de-
ngan istilah " ruang’’ oleh kalangan tersebut
tidak samg deﬁg_aﬁ tanah yang arif istilah-
nya tercantum pada Pasal 4 ayat 1 UUPA.
Tetapi anehnya, meskipun arti dari istilah
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dap “masy akat

Sebagm akibat dari adanya 1de teniang
"’taza ruang” yang dalamsegala seginya ma-
sing belum }eias itu, nasib:salah satu dari ran-
cangan undang-undang yaztu Dndang-
undang; Tata Guria Tanah yangbisa diharap-
kani‘bisa: menopang peIaksanaan LUPA
men]adi terkatung katuag Eppe o VRN

proyek bxsa mempunym mfal
um apab;ia proyek 1tu '

Menunjang keberhasﬂan deiapan sukses
Ayang pada saat ini merupakan program
"5yang 'nemperoieh prioritgs, Proyek~pro-
“Hyekfuntuk” de]apan sukses it iemunya
~akan® berbeda antara ‘daerahi “yang satu
“dengan dderah yang lain; ‘dan‘akan ber-
“pedatpula’ dan waktu ke waktu ch daerah
-...-:yanﬂ, gamn, SRy Vo : ERs:
2 Proyek vang keberadaannya dztetapkan
dengan Keppres: | U o SR TR

ad" ;proyek-proyek Jalan pendekat umpama

it

Proyek proyek yang fersebut di atas
Ientu ada “yvang “membutihkan pmye}q
proyek yang 5bersn°'1t mennngang Mlsaln'
proyek Keppres pefabuhan udara Soekarne

Proyek—proyek penumang “demikian
mesklpun tidak iangsung ‘tercanty
pada Keppres, "*secara ‘Slofratis” mech
3uga men}adx pré“ek kepentmgan Umu;

Proyek proyek kepentmgan umnm”_.
sepem diuraikan. di atas.itu, :bisa. d:seleng- S
garakan aleh pemermtah tetapl. bisa, }uoa' _
oleh- anggota. masyarakat, .atay, apa yang
Iaz1m disebut swasta, ; :

Proyek proyek yang mém'enﬁhi'pefsyé#._
ratan sepertiyang dasebutkaﬂ di atas itu ke- -
mudian dltuangkan ke daiam Dafiar_l "an _
Proyek. atau DIP. untuk dlsahkan oleh _
wan, baxk di . Pusat maupun di. Daerahk
Proyek- proyek yang sudah memperoleh per- .
setujuan vang berwenang itu haruslah dise:
diakan' "an'gfgaraﬁnya “dan’juga’ tanahnya,
tempat peiaksanaan dari proyek proyek glatg

Untuk blsa memperoleh tanah untuk ke-
perluan proyek—pmyek ity dnempuhlah pro—
sedur, sesual .dengan apa.yang tercantum
pada, Peraturan Menter; Dalam, Negen No
15, Tahun. 1975, vang . mengamanatkan
bahwa pembebasan hak, tanah anggota ma-
syarakat dilakukan dengan musyawarah dan
mufakat. Di cialam proses pelaksanaan pem-
bangunan, justru saat. lmlah yang merapa-
kan . titik. yang pai ing rawan, karena pada
titik inilah bisa timbul foto rentrem kerro«
raharjo atau sebaliknya ribut dan semra-
wut, Ada beberapahil, vang perlu direnung-

3. Proyek- yaﬂg sesual dengan tuntuian Pa-

© Usal 30 UU No:’5 Tahun ' ‘1974, tentang

" pembangunan 3 yang: sesual denoan aspua«
st masyarakat Setémpat:® AR

¥an lagi ‘téntang Peraturan Menteri'Dalam
Megeri’ Mor 15 *Tahun 1975:4tu.  Perfama-
tama " adalah' “dibedakannya - pembebasan
tanah” unnik Keperluan ‘proyek pemerintah




is4

dan swasta.. Kalau pmyek pemerintah atau
'k: swasta itu keduanya memang untuk

yang berlaku setempat serta penampungan
Iner ka yang tergusur; da.rl tanahnya yang
memungkmkan mereka tetap melaksanakan
hajat - hidupnya seperti_atau tidak terlalu
jauh berbeda dengan perikehidupan mereka
sebeliim ' roereka “digusur, teniunya tidak
diperlukan adanya perbedaan antara proyek
pemerintah ~ dan “proyek’ pembangunan
swasta: “Adanya perbedaan antara proyek
pemerintah dan proyek swasta dalam ‘pera-
turan biasauya diterjemahkan oleh pelaksa-
na; bahwa uang gantl rugi untuk proyek
pembangunan pemenntah “’boleh”™ lebih
kec11 daripada proyek pembangunan swasta,
meskapun Jjenis proyeknya rmsainya sama.
Perbeda&n dalam jumlah ganti rugi ;tulah
yang merupakan sumber kencuhan

Juga dipersoalkan adaiah keanggotaan
panitia Pembebasan Hak .Tanah itu, yang
terdiri dari begitu banyak pejabat, lebih-
lebih kalau Kepala Daerah juga ikat turun.
Dengan keanggotaan seperti itn, pembicara-
an dxperklrakan sulit akan menjadi dua arah.
Mungkzn 3umlah pe;abat “bisa d:kurangi, te-
tapi apabila perlu bisa ditambah ‘dengan
para’ periuka masyarakat untuk mendam-
pingi pihak pemilik tanah, yang akan berha-
dapan dengan para anggeta pamna dalam
musyawarah. Rakyat tani kecil tidak akan
mampu bermusyawarah dengan para peja-
bat. T . i e

. Sebenarnya, terlepas.-dari siapa vang

ANALISIS CSIS, 19512

tanahnya diambil untuk proyck. Lebih-lebin
kalau luasan tanzh itu dlmlhkz oleh banya 3
orang, dan setiap orang hanya mem
luasan yang kecil-kecil, sehingga kemu
kinan jumlah uang gantl rugi yang dzter
oleh para pemilik tanah, tetap kecil. Dengan
demikian, besar kemungkinan mereka akan
menghadapi :kesulitan untuk meianjutkan
kehidupan -baru, -terutama untuk. memuiau
sesuati usaha. yang baru.

Jach, arah pem;klran panma gantl mgl
atau Pamua Pembebasan Tanah itu bukan
semata-mata pada harga tanah mela'
kelan;utan hidup bagi pemilik tanah Kaiau
yang merml:k: tanah itu kebeiuian or__'
orang yang mempunyaz tanah luas—luas gan-
ti rugi sebesar harga dasar seperti yang
ditetapkan, dan sesuai dengan harga setem-
pat, mungkin sudah cukup adil. Tetapi; ka-
lan pemilik tanah itu adalah petani-petani
kecil, di mana tersangkut pula ‘di dalamnya
petani penggarap yang tidak mempunyaita-
nah, dan tidak mempunyai profesi lain, per-
timbangan keadilan akan terletak pada ke-
mungkinarn kelangsungan kehidupan. Mung-
kin pertimbangan yang demikian itu yang di-
maksud dengan pertimbangan yang adil,
vang perlu mempercleh pemikiran, dan ka-
lau bisa diterima, dibuatkan petunjuk pelak—
sanaannya ' :

Landasan pertzmbangan vang telah diu-
raikan di atas itu, teniunya berlaku juga bagi
pelaksanaan pembebasan hak tamah :atas
dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
2 Tahun 1983, tentang pengadaan tanah.un-
tnk keperluan proyek vang luasnya tidak
melebihi 5 Ha, di wilayah Kecamatan. Tu-
juan pembangunan itu adalah untuk pening-

menjadi -anggota panitia pembebasan hak
tanah itu, vangterpenting sebenarnya bukan
jumlah ganti roginya, melainkan kemung-
kinan kelanjutan hidup bagi mereka yang

katan kesejahteraan rakyat banyak. Kalan
pemilik tanah ity menjadi lebih sengsara
karena pembangunan, tentunva ada keékeli-
ruan dalam pelaksanaannya. '
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.Sanksz Hukuman ycmg Terla[u Keczl

: "_penegak hukum seperti telah’ d;—
sebutkan di atas, banyak yang beium ‘pernah
mendengar tentang keberadaan UUPA

kenyataan juga meﬂunjukkan bahwa denda
ba peianggaran yang paling berat yang ter-
ca'_ um’ pada UUPA itu hanyalah ‘sebesar
Rp 10 GOO Jumlah ‘denda “sedemikian itu,
tadak merupakan rangsangan bagx penegak
hukum ° untuk meiakukan penmdakan
karena sudah tentu perka;a ‘yang denda
maksmumnya hanya sebesar Rp 10. 00{) ‘ha-
nyalah perkara yang enteng, sedangkan para
penewak hukum sudah cukup sibuk dengan
pelbagat perkara yang }auh ieblh berat

Oi‘gafz’isasi da'fz Pela’yanan R e

Satu hal lagl yang mungkin pula menjadl
penyebab men}ach kurang Iancarnya pela-
yanan pertanahan ‘adalah organisasi instan-
smya “Instansi Lerendah pertanahan da!am
blrokrasx terdapat di Daerah ngkat II, se
dangkan obyeknya ‘yaitu “tanah’’ ‘vang ha-
rus diurus, ada di tingkat desa. Kerenggang-
an birokrasi®yang begitu jauh, jelas bisa
mengakibatkan “timbulnya kesalahan-kesa:
jahan sistematis, yang sulit untuk bisa dijem-
batam, lebih-lebih kalan kantor yang kedu-
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lah yang pada saat ini menyebabkan’ ke’dﬁf'

dukan Lurah atau Kepala Desa dalam usaha - |

penyelesamn pertanahan rnenjadl ”maha
pentmg” Namun demlk}an harus pu}a"'
diakui, ‘bahwa kedudukan Kepala Desa atan -
Lurah sebagal *administrator pertanahan’:f o
bukanlah kedudukan vang baru, melain
telah demzklan adanya sejak zaman dahui

; Mungkin, karena adanva Jaraff yang bﬂ_f'
gitu jauh, baik jarak fisik vang ada, antara_'.
desa dan kantor kabupaten, maupun. Jarak
birokratis, tumbuhlah dengan suburnya pel-
bagal jenis "kantor antara®’, vang jkut me-
layani masyarakat untuk _menyeiesaikan
ikhwal - pertanahan. . Akibatnya, semua
kantor, antara” itu merasa ikut ’berhak’’
uniuk- memungut. biaya. dari hasil transaksi
tanah, di samping pungutan wajib resmi, se-
hingga jumlah pemungut biaya dari juak-beli
tanah menjadi banvak sekali, Departemen
Keuangan .memungut, Kantor Pertanahan
memungui biaya administrasi, pelbagi pani-
tia memungut, Pak Camat memungut, No-

+aris PPAT memungut, Pak Lurah atan Pak

Kepala Desa memungut, para saksi me-
mungut, Ketua Kampung ikut memungut,
pelbagai bentuk Badan Amal di Desa minta
sumbangan ’sukarela”. Dengan jurmizh
»pemungut’’ ya’ng’bégitu banyaknya, bagai-
mana jadinya citra V' pelayanan?’’ Tetap;
apakah yang demikian 1tulah memang yang
kita inginkan dan karena 1tu, 51stem ltu periu
dalestar;kan”

Dx atas 1tu adaiah beberapa hal yang
dirasakan merupakan hambatan vyang
menyulitkan pelaksanaan UUPA. Apa yang
disebutkan di atas itu hanyalah sebagian saja

d“k"nﬂva d’ l"nn?nr ﬂgnrqh T‘@g@mﬂim mm”*“’w’@ﬁ'i"i—“ﬁﬁﬁ&%ﬁh”‘”msaxan veng mnngkinihas

dak mempunyai data tanah-yang seimbang
muiunya dengan apa yang terdapat di kan-
tor desa atau kelurahan. Hal-hal seperti ini-

dapi. Kalan dicari, jumlah hal-hal yang bisa
dan telah menghambat pelaksanzan UUPA
itn, tentu Iebih banysk lagi.
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Pemanfaatan snmber daya alam blasa~
nya hanya dﬂandasx oleh nilai ekonominya.
Mssainya barang tambang hanya akan di-
gali, .apab;la nilai ekonominya mengumung—
kan ' Nilai sumber daya tanah agak berbeda
L ‘dengan itu. Tanah bisa mempunyai
mlal politik, nilai 5051al dan kemudian nilai
ekonomi. Semenanjung Gibraltar terus di-
tunu.z oleh Spanyci nanyala‘a karena nilai
pahfizknya Di masyarakat, yang taraf hidup-
nya masite sederhana, misainya sebagai pe-
tani subszstens atan peternak kecil, ‘tanallita
lebih b_anyak-mempunym ‘nital sosial dari-
pada’miilai ‘ekonomi; di mana setiap rumah
tangga mempunyal ladang garapan masing-
masing, tanah pangonan kepunyaan ber-
sama untuk ‘melepas térnak, dan hutan ke-
punyaan bersama tempat:semua orang men-
cari kayubakar dan hasil hutan lainnya.
Pada 'waktu tapah itu mempunyai nilai
ekﬂnoml “dinamika kehidupan masyarakat
secara umuin biasanya lebih tinggi daripada
waktu tafah itd haiiva mempunvai nilai poli-
tik aiau nilai sosial, dan bidang kehidupan--
pun lebih banyak, serta kaitahnya antara
saty dengan iain lebily %qompiek

Pada waktu tanah 1£u mempunyai nilai
ekonomi tinggl, faktor Ieiaklah yang menen-
tukan harga tanah, seda_ngkan pada waktu
tanah i_tu__mempunyai'ni;ai sosial yang tinggi,
terutama mutu fisik tanah yang menjadi pe-
nentu uiama harga tanah. Tanah. dengan
hanva ailai politik vang tinggi, biasanya
tidak mempunyai mutu fisik vang tinggi
ataupun leiak ekonomi yang strategis, )

.. Sehubungan -dengan itréian di atas itw,

mmmirm zelm; babwa..nsaha ?"‘P;’}H‘Af}?r"iﬁ
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sesuai uraian di atas tadi. Namun demikian;
usaha pengaturasn tanah biasanya. menglkim'
ideologi negara, meskipun dengan beberapa
nuansa. Maksudnya, tidak di semua negara
sosialis tanah itu dimiliki negara, karena
d1pandang sebagai faktor pmdukm Beml-
kian puIa sebahknya, tidak semua. nega
yang berkiblat kepada pasar bﬁbas, memp:
Iakukan tanahnya sebaga; komod
ekonomi penuh

Sebagal akibat darl keberhasilan pemnf
bangunan, nilai tanah di Indonesia kini
beracia dalam pelbagm tmg%cat Ada tentu-
nva yang masih bernilai. pohtlk saja.. Ada;
pula yang sedang dalam nilai sosial, tezapi
tidak sedikit pula yang sudah mempunyai
nilai ekonomi dengan harga vang sangat
finggi.. ‘Bagaimana caranya UUPA untuk,
bisa. mengakomodasikan perkembangan
nilai dan harga tanah yang klm terjadi, denn
keadilan, yang menjadl pwa UUPA ;tu’?
Nﬂaa—miax dan pandangan berubah aé.ar;
zaman ke zaman. Karena itu, mungkm
usaha pengaiuranpun perlu berubah sesuai
dengan perubahan-perubzhan nilai itu.

Berkaitan- dengan masalah sikap  dan
nilai ¢i atas tadi, pertanyaan besar yang
dihadapi UUPA misalnya adalah: Bagai-
mana sikap vang harus dlambu oleh UUPA
dalam menghadapi era mdustnahsasﬁ Apa—
kah dengan cara pengaturan sekarang ini
sudah akan bisa tumbuh sektor.peri_ani'a,ﬁ__
vang tangguh, vang kedudukannya seim-
bang dengan kedudukan industri? Industrxa»
lisasi biasanya membawa akibat urbanisasi,
yang mensnvkat%;an dinamika masyarakat
dari masyarakat agraris statis ke magyarakat
berdinamika tinggi yang mengemban sektpf
indusizi dan. jasa. Menghadapi hal vang de-

tanah, hamsiab puia”dmamzs mfatnya s
sual dengan dinamika kehidupan masyara-
kat dan perkembangan daripada nilal ianah

mikian ifu, bagaimana kedudukan hukum
adat tanah vang telah membudaya di sesuatu
wilayah adat? Biasanya hal vang telah dia-




; H_AMEA%:AN;H@A_EATA’NP’ELA'KSANAAN U.UPA o

.-_datkan tu_" "uh‘i .;_hlianb; lcb h leblh kalau

dlkendahkan
versplmtcrmg” :
penguasaan tanah pada penduduk sebenar~
nya kita Juga menghadapx' ”versplmtermg
kewenangan” pada penanahan Deml keter-
tmaa pahng Eldak seyogyanya ada ”adml-
nistrator tunggal” pertanahan MNamun pada

adalah hai yang pel;k
Teiapl d1 sampmg adanya

53

kenyataannya, pengadministrasian tanah
kini tersebar di mana-mana. Ada vang di
Badaa Pertanahan, ada yang dl Kehutanan,
i '_sz__ PBB Kelurahan, PPAT Camat,
PJKA dan mungkm ada puia d: tempat-
tempat iamnya thak—plhak yang kebetulan
menguasm tana}z yang iuas—luas, dar; mung—
E{ln untuk seme:ntara peruntukan pengguna—
annya beium Jelas Iantas ”menggarapkan“
;anahnya i{epacia penduciuk Ada yang diu-
sahakan sezbagm tanah pertaman ada y&n&
dxgunakan untuk membangun kxos den ke-
gzatan lamnya di mana para ”penggarap”
ﬁu mengadakan sejems T perjanjian bag;

: -'_dlcabl.t -
bitan. Kasus kasus -seperti -itw cukup.‘ba-
R -nya_ -tetap: penyeiesatanny& menjadl suhi L

karena. data’ yang: obyekiif. sebagal mjukan” B

| 'bzasany tidak: ada
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perfukan”, dang hak ‘garap. para pemggarap___
', namun: akhirnya; timbul saja keri- -

*FL

Tampakiya, | unt kelancaran usaha

'garzskan oleh mstans; teltmggl Kebijaksa- '

naan—kebigaicsanaan tersebut merupakan ke-
bljaksanaan yang tidak bisa dlselesaakan 5€-

. cara sektorai ‘karepa ianah. menyangkut se—’ '

luruh kepemmgan sektor yang tldak seIalu'
selaras jalannya antara satu sama Iam dan
tidak bisa.jiga diselesaikan. ‘hanyaidengan
himbauan dan harapan. Kita membujuhkan
sejenis: Tstrategi’’baru di bidang, pertanahan
untuk bisa:menghadapi masa depan vang si-
fatnye mungkin akan jauh berbeda dengan
sifat-sifat.masyarakat 30-40 tahuniyanglalu.
Kebijaksanaan baru yang dimaksud adalak
kebijaksanaan yang menyangkut-penguasas
an dan penggunaan-tanah serta: perbuatan
hukum atas sebidang tanah dan ‘organisasi
yang harus menangani pertanahan.

Haru_s; disadari, bahwa siapapun yang
menangani . pertanahan saat. ini, tidak .bisa
mengabaikan Lurah atau Kepala Desa. Ma-
lahan, kedudukan Kepala Desa atau Lurah
di lingkup pertanahan tidaklak salah, kalau
dikatakan kedudukannya itu sebagai keduw
dukan ”kunc;” “Tetapi justri ‘Lurah “atau
Kepaia Desa it merupakan perangkat e~
merintahan yang biasanya pa‘mg rendah
pendidikannya dan pengetahuannya di
b;dang sefuk-beluk pertanahan secara

nasn’ aeagan pihag yang memberi kesem-
patan Mesk;pun pada awainya mungkm
para penggarap membuat janii tidak akan
menuniul apa-apa, bila tanahnya nanti di-

umum. 1idak jarang data tanah yang ada di
sebuah desca. tersimpan tldak dalam ”memo—
rt”nya sebuah komputer, melamkan dalam

“memori’ ' nya Bapa Kepala Desa yang
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kalau:dia:kemudian:meninggal, data tanah
térsébut ikatterkubur, Sampai saat ini, rasa-
nya kegiatan ‘penataran perianahan, penje-
lasan tentang sesuatu peraturan baru perta-
néhah,f'penjelasan ‘tentang teknik:yang pa-
ling . efisien dalam registrasi pertanahan, be-
'pala Desa, sedangkan kedudukan Lurah
___aiu Desa adaiah kedudukan yang
_”menentukan kalau trdak ‘malahan yang
”paimg nenentukan” dl bldang pertanahan

~K_alau-kep_ada Lurah ‘atau Kepala Desa
peﬂefangah "'pertan'ahén ‘belum sampai, apa-
lagi kepada’ rakyat banyak,’ yang memadi
”subyek hukumnya :

Plhak—plhak ‘vang mengatakan, bahwa
ikhwalipertanahan mempunyai kedudukan
vang sirategis dan sangat penting di masya-
rakat, mungkin -berkata demikian dengan
hati:vang-tulus dan jujur. Tetapi, sampai
saatini, UUPA belum lagi bisa menunjuk-
kan:..dirinya sebagal undang-undang. yang
penting, sedangkan kedudukan instansi yang
bertugas untuk mengemban UUPA, belum
tampak.sebagail instansi yang penting pula.

Pemanfaatan sumber daya alam, kegiat-
anindustri, perdagangan dan sektor jasa,
dikatakan menuju ke Perg’t globalisasi. Ba-
gaimana *’strategi’’ pertanahan kita dalam
menghadapi globahsasz itu?

Dengan datangnya modal besar ke In-
donesia sebagai akibat daripada globalisasi
ity, pendekatan macam apa vang akan di-
tempuh dalam wsahz melindungi kaum eko-
nomi lemah, misalnya?

lang ditelan atau diselesaikan oleh "’ waktu®’
karena menjadz kadaiuarsa terlupakan,
atau memang tidak mau dibicarakan lagi
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oleh pihak-pihak yang tersangkut. ‘Akan:te-
tapi masalah -tanah tidak -pernah. menjadi
kadaluarsa. Sifatnya justru selalu saja men:
jadi aktual. Makin lama masalah tanalsitg
disimpan, makin sulit jalan pemecahannya
biasanya. ‘Masalah:tanah yang kita hadapi
kini di Indonesia, tidak lain adalah tumpuk-
an masalah-yang berawal.pada kurun wak-ii_i
pemerintahan kolonial Belanda sebelum pe-
cahnya perang Pasifik, kemudian ditambah
dengan masalah yang tumbuh pada wakiu
pendudukan Jepang;, kemudian ditambah
lagi dengan masalah-masalah sejak zaman
perang kemerdekaan, kericuhan politik da-
lam negeri, serta tambahan masalah yang
ditimbulkan oleh penérapan hukum Agféria
baru atau UUPA itu sendir. Kadang-
kadang tali permasalahannya sudah begltu
kusutnya, sehmgga satu-satunya jalan untuk
menguraikan szmpul mati itu, hanya]ah
dengan memeotongnya dengan klewang ta-
}am Cara pemecahan vang demikian 1£ulah
yang dimaksudkan dengan ’ "policy 1ssue_s _
i atas itu, yang hanya bisa diselesaikan olé_h
»instansi tertinggi” dengan *’kebijaksana-
annya'’ yang baru.

FPelaksanaan UUPA memang sejak awfil-
nya tidak lancar. Ketidaklancaran pelaksa—
naan UUPA itu berpangkal dari peibagal
sebab. Pertama, adalah bahwa UUPA itu
lahir pada saat iklim politik dalam negeri RI
dalam keadaan tidak tertib. Hal ini menye-
babkan UUPA itu tidak saja tidak dikenal
oleh masyarakat banyak, akan tetapi juga
oleh pejabat pelbagai instansi yang seyogjeji'-'
nya mengetahuinya. Reorganisasi tubuh
Departemen Agraria, serta kebijaksanaan
moneter yang diterapkan Pemerintah RI

e By ak-aSRIAR- G- QuRia-5aRE-Bist B pada ~tahun 10651966, makin -MeRaRBAL

sulit pelaksanaan UUPA itu, Txadanya
rambu-rambu yang bisa dipakai sebagai pe-
gangan yang mantap dalam pelaksanaan,
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e -menlmbuikan tafsu yang berbeda dx antara
para pelaksana terhadap sesuatu mstruksx
e Kesuhtan pelaksanaan UUFA menurut lea~ _

'nya, makm Iag; dipersuht olgh' berhasi

.nahan ftn sendm dalam menghadapi dma— :
_mlka pertanahan yang ‘makin hari makin me-
. ningkat.. Knrangnya ke!engkapan berapa':

b_u” untuk peiaksanaan meng- .






